
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.125, 2013 ADMINISTRASI. Kementerian Negara.
Pembentukan. Organisasi. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi Kementerian
Negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Kementerian
Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil
Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal I

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Presiden:

a. Nomor 76 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 100);

b. Nomor 77 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101);

c. Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 141);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 3
(tiga) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) Bagian.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan
dapat terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
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(5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan,
kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan
hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jumlah Deputi Kementerian Koordinator ditentukan sesuai
dengan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Deputi Kementerian Koordinator terdiri atas paling banyak 5
(lima) Asisten Deputi.

(3) Asisten Deputi terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau
dapat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bidang.

(4) Bidang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan/atau terdiri
atas 2 (dua) Subbidang.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan
terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

(5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan,
kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan
hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan
fungsional.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Jumlah Direktorat Jenderal ditentukan sesuai dengan kebutuhan
dan beban kerja.

(2) Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal
dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

(3) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4
(empat) Bagian dan Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.
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(4) Khusus Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang
menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan
perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat
terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(5) Direktorat terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan
Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat
terdiri atas paling banyak 5 (lima) Subdirektorat dan Subbagian
yang menangani fungsi ketatausahaan.

(6) Subdirektorat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional
dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua) Seksi.

5. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1) Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal
dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4
(empat) Bagian dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

(3) Khusus Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal yang
menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan
perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat
terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(4) Inspektorat terdiri atas Subbagian yang menangani fungsi
ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Badan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat)
Pusat.

(2) Badan yang menangani tugas dan fungsi dengan karakteristik
tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat
terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Biro.

(3) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian dan Bagian terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Bagian pada Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, peraturan
perundang-undangan, arsip, dan hubungan masyarakat dapat
terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
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(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bagian
yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan
fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi
ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.

(6) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas 2 (dua)
Subbidang.

(8) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3
(tiga) Bagian dan Bagian terdiri atas 2 (dua) Subbagian.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Jumlah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3)
ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Bagian
yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan
fungsional atau dapat terdiri atas Bagian yang menangani fungsi
ketatausahaan dan paling banyak 3 (tiga) Bidang.

(3) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) Subbidang.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Sekretariat Kementerian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.

(2) Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.

(3) Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

(4) Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan
terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

(5) Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan,
kepegawaian, peraturan perundang-undangan, arsip, dan
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